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Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim
al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)

Abstrak

Hak ijbar adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada seorang wali mujbir
untuk dapat memaksakan anak perempuannya tanpa harus meminta persetujuan dari
orang yang bersangkutan. Pandangan tentang konsep hak ijbar tersebut sudah
dibahas oleh para intelektual muslim. Diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam
kitabnya Zad al-Ma’ad, menurutnya konsep hak ijbar tidak terdapat dalam
perkawinan, karena konsep ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang
digaris bawahi oleh Islam. Selain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Yusuf al-Qaradhawi
juga mengemukakan pendapatnya mengenai hak ijbar wali yang disebutkan dalam
kitabnya Fatawa Mu asiroh. Menurutnya keberadaan hak ijbar itu masih ada atau
masih berlaku pada perkawinan anak perempuan yang masih kecil.

Pandangan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mengenai hak ijbar
wali merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut
memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji konsep hak ljbar wali dalam
perkawinan menurut lbnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi dan
mencari apa yang melatarbelakangi kedua tokoh tersebut sehingga pendapatnya
berbeda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang
meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan
dengan hukum Islam. Khususnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan fikih
munakahat terkait dengan hak ljbar wali dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan
studi tokoh yang membahas pemikiran dua tokoh fikih yang berbeda pendapat untuk
kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan
hukum yang berbeda.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
mempunyai pemikiran yang sama dengan Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan
bahwa setiap perempuan yang sudah janda tidak boleh dinikahkan secara paksa
karena yang lebih berhak atas dirinya hanyalah dirinya sendiri bukan wali walaupun
dia ayahnya, namun kedua tokoh tersebut berbeda pendapat mengenai anak yang
masih gadis. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang wali tidak boleh memaksa
anaknya menikah baik gadis maupun janda, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi
seorang wali masih mempunyai hak ijbar untuk anaknya yang masih gadis. Pendapat
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dilatar belakangi oleh pemikirannya yang tergolong
elektrik, yaitu pemikiran yang cenderung lebih memilih satu pendapat yang lebih
baik tanpa melihat pendapat yang lain, sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi
dilatar belakangi oleh pemikirannya yang moderat, beliau menggunakan metode
ijtihad intiga’i. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendapat Imam
Syafi’i, namun beliau tidak bertaqlid pada ajarannya.

Kata Kunci: Hak Ijbar, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Yusuf al-Qaradhawi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

i Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b Be

<« Ta' t Te

& Sa’ § es titik di atas

d Jim j Je

z Ha' h ha titik di bawah
z Kha' kh ka dan ha

2 Dal d De

A Zal z zet titik di atas

) Ra' r Er

<) Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin sy es dan ye
ua Sad S es titik di bawah
o Dad d de titik di bawah
L Ta' t te titik di bawah
L Za' z zet titik di bawah
& '‘Ayn RN koma terbalik (di atas)




¢ Gayn g Ge
d Fa' f Ef
S Qaf q Qi
d Kaf k Ka
Jd Lam | El
B Mim m Em
o Niin n En
) Waw w We
> Ha' h Ha
3 Hamzah £ ... Apostrof
< Ya y Ye

B. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap
olaia ditulis muta‘aqqidin
3 ditulis ‘iddah
C. Ta' marbitah di akhir kata
1. Bila dimatikan, ditulis h:
L ditulis hibah
L ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
daxd b ditulis ni'matullah
kil 38 ditulis zakatul-fitri
D. Vokal pendek
__©__ (fathah) ditulis a contoh G = ditulis daraba



_ o (kasrah) ditulis i contoh s ditulis fahima
& (dammah) ditulis u contoh <X ditulis kutiba

E. Vokal panjang
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
lals ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif maqsur, ditulis a (garis di atas)
(S ditulis yvas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
Une ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
U8 ditulis Sfuriid
F. Vokal rangkap
1. fathah + ya mati, ditulis ai
aSiw ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

JA ditulis gaul
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof
pall ditulis a'antum
G ditulis u'iddat
S oAl ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
ol Al ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya
el ditulis asy-syams

elanddl ditulis as-sama’



Huruf besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut
penulisannya
cas Al sy ditulis zawi al-furid
aul dal - ditulis ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Balakang Masalah

Pernikahan tidak akan sah apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak

ada. Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:*

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.

2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita. Akad dianggap sah apabila ada
seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi.

4. Sigat akad nikah.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah termasuk
syarat sahnya pernikahan atau tidak.? Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah
pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Abu
Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis
dan tidak mensyaratkannya pada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa
persyaratan wali hukumnya sunnah bukan fardu.

Dalam literatur fikih Islam perwalian disebut juga al-walayah (al-wilayah),
seperti kata ad-dalalah yang bisa juga disebut dengan ad-dilalah. Secara
etimologis, memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan

pertolongan (an-nashrah) serta ungkapan al-wali yang berarti orang yang

! Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), him. 46-47.
2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2014), him. 91.



mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah “tawalliy al-
amr” yang artinya mengurus atau menguasai sesuatu.’

Sedangkan yang dimaksud dalam perwalian secara terminologi para fukaha
seperti yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu kekuasaan atau otoritas
yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri
tanpa harus tergantung pada izin orang lain.*

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi seorang
wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah orang
yang paling dekat, siap menolong, bahkan orang yang mengasuh dan membiayai
hidupnya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan kepada
keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam
tiga kelompok, yaitu perwalian atas jiwa, perwalian terhadap harta, serta
perwalian atas jiwa dan harta. Perwalian dalam nikah tergolong dalam perwalian
atas jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan
yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak
kepentingannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, dan para wali
yang lain.° Dalam hal ini wali nikah dibagi menjadi lima macam, yaitu: wali

nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir.°

® Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 134.

* Wahbah Az-Zuhaili, Fighul Islam wa-Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), him. 93.

* 1bid., him. 135-136.

® Wahbah Az-Zuhaili, Fighul Islam wa-Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), him. 95.



Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang
belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih
gadis, perwaliannya boleh dilakukan oleh wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir
adalah seorang wali yang berhak menikahkan anak yang diwalikan tanpa
menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang
diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah
perwaliannya.’

Agama mengakui wali mujbir karena memperhatikan orang yang
diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat
memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu ia
belum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang
dihadapinya.?

Wali memiliki hak ijbar, yang dalam masyarakat secara sederhana difahami
sebagai “hak memaksa” anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki
pilihannya.’

Dalam kitab Al-Igna’ karya Muhammad al-Syarbini, mengemukakan bahwa
menurut Imam Syafi’i, wali boleh melakukan ijbar kepada anak gadisnya, dengan
beberapa persyaratan:

1. Yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek.
2. Anak perempuan yang diijbar masih gadis.

3. Tidak ada kebencian antara wali mujbir dan anaknya.

" Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2003), him. 48.

® Ibid., him. 101-102.

*Tutik Hamidah, Figh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender. (Malang: UIN Maliki Press,
2011), him. 93.



4. Calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu’.

5. Mahar yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar yang sesuai dengan
harkat dan martabat calon mempelai perempuan.

6. Calon suami sanggup memberi nafkah istrinya.

7. Calon suami adalah orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara
baik pula.

Sedangkan menurut Masdar menyebutkan bahwa kemerdekaan perempuan

di dalam menentukan pasangannya dan melaksanakan pernikahan, menjadi isu

diskriminatif perempuan, karena tidak sama dengan laki-laki dan dipandang

sebagai pangkal subordinat perempuan. Tidak ada hak ijbar untuk laki-laki juga
tidak ada wali. Masdar mengutip hadits-hadits yang menyatakan adanya hak ijbar
bagi wali mujbir, dan pendapat mazhab empat mengenai hak ijbar dan wali mujbir
tersebut. Uraiannya memberi kesan bahwa adanya hak ijbar dan wali dalam
pernikahan bukan untuk merampas kemerdekaan perempuan, namun sebaliknya
untuk menghormati perempuan dan lembaga pernikahan itu sendiri.'°

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dijelaskan di
dalam Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-
Undang menentukan demikian, karena perkawinan memiliki maksud agar
suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula
dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus mendapat persetujuan dari

kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut

1% Tytik Hamidah, Figh Perempuan Berwawasan Gender (Malang: UIl Maliki Press, 2011),
him. 95.



menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur yang minimal untuk
kawin, dalam kondisi masyarakat yang semakin terbuka ini, maka kondisi
kawin paksa benar-benar bisa dicegah.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapat izin orang tuanya.

Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan pada Pasal 7 ayat
(1) yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, sudah dipandang dewasa
dan mampu bertindak untuk menentukan pihannya sendiri. Namun karena
perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang yang
akan menjalani dunia baru dan akan membentuk keluarga dari unit terkecil dari
keluarga besar bangsa Indonesia, maka sesuai dengan sifat dan kepribadian
bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi
keluarganya untuk merestui perkawinan itu.™*

Seorang ayah ataupun ibu tidak diperbolehkan menikahkan seorang gadis
yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan seizinnya. Jika tetap saja terjadi
orang tua menikahkan anaknya tanpa izin maka pernikahannya tidak sah sama
sekali. Seorang janda boleh menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski
orang tuanya tidak menyetujui hal tersebut.?

Seorang gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa menikah dan tidak
boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Yang merupakan pendapat dari
mayoritas ulama salaf, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat

darinya. Pendapat inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan

1 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 48.
12 Kamil Muhammad Huwaidah, Fikih Wanita (Depok: Fathan Media Prima, 2017), him. 326.



menjadikan beliau benar-benar yakin serta tidak mempercayai pendapat yang lain.
Karena menurut beliau ini merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan
ketetapan hukum, perintah dan larangan Rasulullah SAW, kaidah-kaidah syariat
serta kemaslahatan umat beliau."®

Dalam kitab Zad al-Maad beliau juga menyebutkan*
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Disebutkan dalam as-Sahihain, bahwa Hansa binti Hidam dinikahkan oleh
ayahnya, namun dia tidak suka dan tidak setuju. Dia yang waktu itu sudah

menjadi janda, dia datang menemuai Rasulullah SAW untuk mengadukan
hal itu, maka beliaupun menolak dan membatalkan pernikahan tersebut.

3 |bnu Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma’ad jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), him. 89.
 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zaad al-Ma’ad fii Hadi Khoiril ‘Ibaad Juz 5 (Libanon: Resalah
Publishers, 2010), him. 87-88.



Di dalam as-Sunan, diriwayatkan dari hadits lbnu Abbas, bahwa ada
seorang anak gadis datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan
kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya namun dia tidak suka
dan tidak setuju. Maka Rasulullah memberinya pilihan (antara menerima
pernikahan tersebut atau membatalkannya).

Wanita dalam hadits kedua bukanlah Khansa, akan tetapi wanita lain. Jadi di
sini ada dua kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, Rasulullah
memutuskan memberikan pilihan kepada wanita janda. Sedangkan pada
kasus kedua, beliau memutuskan memberikan pilihan kepada wanita yang
masih gadis.

Di dalam as-Sahih, disebutkan riwayat dari Rasulullah bahwa beliau
bersabda, “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin.”
Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk pemberian
izinnya?” beliau menjawab, “Pemberian izinnya adalah diamnya.”

Dalam Sahih muslim diriwayatkan, “perempuan gadis dimintai izin dalam
masalah dirinya dan bentuk pemberian izinnya adalah diamnya.”
Konsekuensi hukum ini, bahwa seorang gadis yang sudah balig tidak boleh
dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini meruakan pendapat
mayoritas ulama salaf, pendapat Abu Hanifah, dan pendapat Ahmad dalam
salah satu riwayat darinya. Pendapat inilah yang kami yakini dan kami tidak
meyakini pendapat yang lainnya. Inilah pendapat yang benar sesuai dengan
ketetapan hukum, perintah, dan larangan Rasulullah, kaidah-kaidah syariat
beliau dan kemaslahatan-kemaslahatan umat beliau.

Namun, Hasan dan Ibrahim an-Nakhai mengemukakan bahwa
“diperbolehkan bagi orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil dan
juga su?gh besar, baik gadis maupun janda meski keduanya tidak suka sama
sekali”.

Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradhawi yang membedakan perempuan
yang masih kecil dan perempuan dewasa, menurut pendapat beliau hak ijbar
masih berlaku bagi anak yang belum dewasa baik gadis maupun janda.™

Menurut Imam Syafi’i seorang ayah berhak mengawinkan putrinya yang
sudah balig tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya.’” Itu merupakan
landasan Yusuf al-Qaradhawi untuk mencari tahu apakan hal itu benar adanya

ataukan memang pendapat lain itu lebih benar.

1> Syaikh Kamil Muhammad Huwaidah, Fikih Wanita (Depok: Fathan Media Prima, 2017),
him. 327.

8 yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontenporer, terj. As’ad Yasin cet. II (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), him. 472.

" Ibid., him. 473,



Perkembangan zaman pada saat ini seperti kembali pada zaman dahulu di
mana kebebasan wanita sangat terbatas, begitu juga dalam menentukan calon
pendamping untuk kehidupannya kelak. Saat ini penulis sering menjumpai orang
tua yang menjodohkan anaknya bahkan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada
anaknya apakah setuju atau tidak. Banyak juga perdebatan ulama yang membahas
mengenai persetujuan calon mempelai dalam hal pernikahan, untuk seorang
perempuan yang sudah pernah menikah atau disebut juga janda dan seorang
perempuan yang belum pernah menikah atau perawan, apakah hukum untuk
keduanya sama atau bahkan ada perbedaan diantara kedunya. Dari situ penulis
tertarik untuk mengangkat judul Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan untuk
dijadikan sebuah penelitian. Sebagai bahan perbandingan penulis mencoba
mengambil pemikiran tokoh fikih yaitu lbnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-
Qaradhawi mengenai hak ijbar wali dalam perkawinan.

. Penegasan lIstilah

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalah fahaman
dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam
judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran
yang keliru dari pembaca.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hak Ijbar Wali
Yang dimaksud dengan hak ijbar wali di sini adalah hak seseorang (ayah

ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang



bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.'® Wali yang dimaksud pada judul
skripsi ini adalah wali mujbir yaitu seorang wali yang berhak menikahkan anak
perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan
pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan
tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.
Yang termasuk wali mujbir adalah ayah atau kakek.
. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”.
Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.'® Komparatif
artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandinagan, pandangan
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).”> Maka yang
dimaksud studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu pereistiwa
atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.
Penulis bermaksud membandingkan pemikiran dari tokoh ulama fikih yaitu
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak ijbar wali
dalam hukum perkawinan.
. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa’ad bin Huraiz al Zara’i al
Dimasyqy, Syam al Din lbnu al Qayyim al Jauuziyah adalah ahli fikih dan

ushul fikih mazhab Hambali. Beliau juga ahli hadits, nahwu, sastrawan,

'8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Ull Press, 2014), him. 41.
1% poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), him. 965.
%% Ibid., him. 966.
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penceramah dan khatib. Lahir tahun 691 H di Damaskus, kemudian beliau
meninggal di Damaskus tahun 751 H dan dimakamkan di Bab Saghir.?*

Ibnu Qayyim mempunyai guru yang sangat beliau cintai bahkan banyak
pemikiran-pemikiran dan sikap yang beliau tiru dari gurunya yang bernama
Ibnu Taimiyyah. Karenanya hampir semua pendapatnya tidak keluar dari
pengaruh dari pemikirn gurunya tersebut. Ibnu Qayyim dibesarkan dengan
pembawaannya yang berani, ilmu sangat luas, memahami persoalan fikih, dan
pandangan-pandangan salaf. Karya-kaya beliau yang terkenal di antaranya:
I’lam al Muwaqqi’in ‘an Rabb al Amin, Hadi al Arwah ila dar al Afrah, Zad al
Ma’ad fi Hadi Khair al ‘Ibad dan lain-lain.?

Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al Qaradhawi lahir di desa kecil yang bernama Shafth Turaab yang
berada di Mesir pada 9 September 1962. Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai
ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa, keunikan dan
keistimewaannya itu yaitu karena beliau memiliki cara atau metodologi khas
dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah beliau
mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu
menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah
yang membuat Yusuf al-Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan
internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil

dari kelompok Islam.?

2001),

2! Abdullah Mustofa al Maraghi, Pakar-Pakar Figh Sepanjang Sejarah (Yogyakarta: LKPSM,
him. 254.

22 |bid., him. 255.

% Ibid., him. 341.
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Karya-karya dari Yusuf al-Qaradhawi yang popular, Min Hady al-Islam
Fatawa Mu’asirah yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul
Fatwa-Fatwa Kontenporer, Figh al-Auliyat, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia sebagai Fikih Minoritas atau Figh of Minorities dalam Bahasa Inggis,
al-Halal wa al-Haram fi al-1slam yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia
dengan judul Halal dan Haram dalam Islam, dan lain sebagainya.?*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok penelitian
masalah ini adalah:

1. Bagaimana Hak ljbar dalam Hukum Perkawinan menurut Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang Hak ljbar dalam Hukum
Perkawinan menurut pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-
Qaradhawi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan
hak ijbar wali dalam perkawinan pada masa sekarang melalui pandangan tokoh
fikih yaitu lbnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi. Secara spesifik
penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-

Qaradhawi mengenai hak ijbar dalam perkawinan.

2% Abdullah Mustofa al Maraghi, Pakar-Pakar Figh Sepanjang Sejarah (Yogyakarta: LKPSM,
2001), him. 344,
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2. Mengetahui komparasi pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-
Qaradhawi mengenai Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan serta pendapat yang
lebih relevan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan

sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.

1. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian
dibidang munakahat perbandingan.

2. Memberikan kontribusi pemikiran dan menambah hazanah keilmuan Islam
terutama dalam bidang munakahat perandingan.

3. Rujukan bagi orang-orang yang tertarik dengan hak-hak perempuan khususnya
dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual tentang hak ijbar dalam
perkawinan dengan perbandingan pendapat para tokoh ulama fikih.

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan
topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahul, yang diharapkan
tidak terjadi pengulangan. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian

terdahulu untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Nama Judul Persamaan Perbedaan

Mochammad | Konsep  Wali | Sama-sama | Penelitian ini tentang wali mujbir
Ari  Irawan, | Mujbir  dalam | membahas | dan fokus pembahasannya adalah

Universitas Perkawinan tentang siapa saja yang termasuk wali
Islam Negeri | Menurut Syafi’i | hak ijbar mujbir, sedangkan penelitian
Yogyakarta dan Hanafi yang ditulis oleh penulis tentang

hak ijbar dan fokus pada siapa
saja yang boleh di ijbarkan dan
siapa saja yang berhak menjadi
wali mujbir




13

Nama Judul Persamaan Perbedaan

Utluma Wali Mujbir Sama-sama | Penelitian ini hanya membahas
Ukhia, dalam Pernikahan membahas | tentang bagaimana tanggapan
Institut (Studi Kasus di | tentang masyarakat ~ mengenai  wali
Agama Islam | Desa Puguh hak ijbar mujbir, sedangkan skripsi yang
Negeri Kecamatan ditulis penulis lebih membahas
Walisongo Pegandon tentang hak ijbar secara teoritis

Kabupaten

Kendal)
Muzalifah, Analisis Sama-sama | Penelitian ini hanya membahas
Universitas, | Pendapat Ibnu | membahas | tentang izin dari calon mempelai,
Institut Qayyim al- | persetujuan | sedangkan penelitian yang ditulis
Agama Islam | Jauziyyah kedua oleh penulis membahas izin
Negeri Tentang calon kedua mempelai dan tentang wali
Walisongo Persetujuan mempelai | mujbir

Mempelai

Wanita  dalam

Pernikahan
M. Rizga | Hak ijbar | Sama-sama | Penelitian ini hanya membahas
Hidayat, Perspektif membahas | mengenai masih ada atau
Universitas Hukum  Islam | hak ijbar tidaknya hak ijbar untuk wali
Islam Negeri | dan Hukum mujbir, sedangkan penelitian
Sunan Positif yang tulis oleh penulis membahas
Kalijaga siapa saja yang berhak menjadi

wali mujbir dan masih adakah
hak ijbar wali mujbir

Pertama, skripsi yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan

Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi” yang merupakan karya dari Mochammad

Ari Irawan membahas konsep wali mujbir menurut Syafi’i dan Hanafi. Menurut

Imam Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek, dan kerabat

lainnya, sedangkan menurut Imam Syafi’i yang berhak menjadi wali mujbir

adalah ayah dan kakek saja.”®

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Utluma Ukhia dengan judul “Wali Mujbir

Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten

> Mochammad Ari Irawan, “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi’i
dan Hanafi”. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003), him. 84.
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Kendal ”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana tanggapan masyarakat
di Desa Puguh mengenai hak ijbar. Menurutnya persepsi masyarakat terhadap
wali mujbir terhadap pernikahan pada awalnya merupakan hak dan kewajiban
orang tua, sama sekali tidak diartikan sebagai paksaan yang semena-mena dan
tidak bertanggung jawab. Sedangkan wali mujbir yang menyebabkan masalah
demikian adalah keinginan orang tua untuk mendekatkan tali persaudaraan, tidak
bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan, dan Kkarena
permintaan tokoh masyarakat atau ulama. Analisis hukum Islam masih mengakui
adanya ijbar baik gadis maupun janda, sedangkan dalam hukum positif tidak
mengakui adanya ijbar karena telah disebutkan bawa akad nikah akan sah jika
memang kedua mempelai menyetujuinya.”®

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
tentang Persetujuan Mempelai Wanita dalam Pernikahan” yang ditulis oleh
Muzalifah. Skripsi ini membahas dasar pemikiran Ibnu Qayyim atas pendapatnya
yang menyebutkan bahwa persetujuan dari kedua mempelai sangat diperlukan
dalam pernikan dan apabia tidak ada persetujuan maka bisa membatalkan
pernikahan.?’

Keempat, skripsi yang berjudul “Hak ljbar Perspektif Hukum Islam dan
hukum Positif” yang ditulis oleh M. Rizga Hidayat. Skripsi ini membahas hak
ijbar dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam

masih mengakui adanya hak ijbar dengan mengikuti dasar pemikiran Imam

% Utluma Ukhia, “Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan
Pegandon Kabupaten Kendal)”. Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam TAIN
Walisongo, 2013), him. 78.

" Muzalifah, “ Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai
Wanita dalam Perkawinan”. Skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2001), him. 79.
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Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam hukum positif sudah tidak
mengakui adanya hak ijbar, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang
Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai.?®
Sejauh penulis meneliti kajian mengenai hak ijbar wali, penulis belum
menjumpai Kkajian ataupun skripsi yang membahas hak ijbar wali lebih detail dan
sejauh ini penulis hanya menjumpai karya yang hanya membahas pengertian hak
ijpar dalam pandangan hukum Islam belum ada yang mengimpikasikannya
dengan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu penulis tertarik untuk membahas
masalah tersebut dan akan mengimpikasikan pendapat kedua tokoh fikih yaitu
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi dengan Kompilasi Hukum
Islam.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan
kajian atau pokok pembahasan hukum Islam.?® Khususnya yang berkaitan
dengan persoalan figh munakahat terkait dengan hak ijbar wali dalam

perkawinan.

® M. Rizqa Hidayat, « Hak ljbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19747, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010),
him. 66.

% Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), him. 20.
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2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh, yaitu merupakan
salah satu jenis penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980-an.

Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan

seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu,

mengungkapkan pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku
individu melalui pengakuannya. Pada penelitian ini mengambil tokoh Ibnu

Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi yang kemudian akan mencoba

membahas pendapat dari kedua tokoh tersebut.

3. Sumber Data
Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data
primer yaitu buku atau kitab yang berkaitan langsung dengan objek
penelitian ini, diantaranya: Kitab Zad al-Ma’ad dan Terjemah Kitab Zadul
Ma’ad yang merupakan kitab karya Ibnu Qayyim al-jauziyyah yang
membahas hak seorang wanita untuk memilih calon pasangannya sendiri,
dan Fatwa-Fatwa Kontenporer merupakan buku karya Yusuf al-Qaradhawi
yang telah diterjemahkan oleh As’ad yasin.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang
secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini,
diantaranya: buku berjudul HAM Dalam Perspektif Islam karya Ahmad
Kosasih, buku karya Tutik Hamidah yang berjudul Figh Perempuan

Berwawaskan Gender, kitab Fighul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah
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Zuhaili, buku Fikih Imam Syafi’i karya Wahbah Zuhaili, buku Fikih
Muyassar karya Abdul Aziz Alu as-Syaikh, DII.
4. Metode Pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi
adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
dukumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini
digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau
masalah yang bersumber dari buku-buku, transkip, majalah, surat kabar, dan
lain-lain yang berkaitan dengan focus penelitian.*® Dalam penelitian ini penulis
menggunakan dokumen tertulis berupa kitab-kitab karya Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi yaitu Zadul Ma’ad dan fatwa-Fatwa
Kontenporer, kompilasi Hukum Islam dan sebagainya.
5. Metode Analisis Data
Analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:
a. Content Analysis
Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan
sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman
terhadap isi pesan penulis kitab secara objektif, sistemamtis, dan relevan
secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya
data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Pertama, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Ul Press, 1996), him. 3.
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umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode

induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan

diambil kesimpulan yang bersifat umum.®* Metode ini digunakan untuk
menganalisis substansi para para ulama figh, terutama Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi.

b. Komparatif
Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan
dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi
atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan
faktor yang lain.** Dalam penulisan penelitian ini penulis akan
membandingkan pemikiran dua tokoh yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan

Yusuf al-Qaradhawi.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab,
dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian
serta Sistematika Penelitian.

Bab Il berisi tentang pandangan umum mengenai hak ijbar wali dalam
perkawinan yang meliputi, pengertian hak ijbar, hak ijbar menurut pandangan

ulama empat mazhab, dan kedudukan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

%1 Sujono dan Abdurrahman, Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta:
Rineke Cipta, 1998), him. 13.
%2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 261.
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Bab 111 berisi tentang biografi kedua tokoh, yaitu biografi lbnu Qayyim al-
Jauziyyah, biografi Yusuf al-Qaradhawi, serta metode ijtihad Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah dan Yusuf al-garadhawi.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan
pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak ijbar
wali dalam perkawinan yang lebih relevan dengan Kompilasi Hukum Islam serta
analisis metode ijtihad kedua tokoh tersebut.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi dan analisis mengenai hak ijbar wali dalam
perkawian menurut tokoh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi,
dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam kasus hak ijbar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah menyatakan bahwa
tidak sah suatu pernikahan apabila tidak ada kerelaan dari kedua mempelai,
untuk itu izin kedua mempelai sangat penting disini. Sedangkan menurut
Yusuf al-Qaradhawi hak ijbar masih ada bagi seorang wali namun hanya
dikhususkan untuk anak perempuan yang belum pernah menikah dan masih
kecil, bagi seorang perempuan yang sudah janda tidak ada hak ijbar untuk
wali karena dia lebih memiliki hak untuk dirinya sendiri daripada walinya.

2. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mempunyai pemikiran
yang sama dalam kasus hak ijbar wali untuk seorang janda, baik yang
masih kecil maupun sudah dewasa. Menurut mereka tidak hak ijbar untuk
seorang perempuan yang sudah janda baik masih kecil maupun sudah
dewasa karena sorang janda lebih memiliki ha katas dirinya sendiri
dibandingkan dengan walinya. Namun mereka berseisih pendapat untuk
seorang perempuan yang masih gadis, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
tidak ada hak ijbar bagi seorang gadis, pendapat beliau didasari oleh
pemikirannya yang elektrik, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi

seorang wali mujbir masih memiliki hak ijbar untuk anaknya yang masih

20
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gadis, Yusuf al-Qaradhawi memakai metode ijtihad intiga’i. Pendapat lbnu
Qayyim al-Jauziyyah sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam,
sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi masih belum relevan, walaupun
sudah diketahui bahwa ada dispensasi nikah untuk anak yang masih
dibawah umur, namun itupun harus atas kerelaan dari calon kedua
pempelai.
B. Saran

1. Penelitian ini menggunkan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola
pikir yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam dalam mengeluarkan
produk hukumnya perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir
tersebut dapat dipahami dengan benar.

2. Penelitian yang berkaitan dengan hak ijbar wali dalam perkawinan masih
terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupkan

studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi., & Soebani, Beni Ahmad. Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Alih Bhasa Anshori Umar Sitanggal. Figih
Wanita. Semarang: Asy-Syifa.

, Alih Bahasa Zaid Husainal-Humaidi. Fikih Muslimah. Jakarta: Pustaka
Amani. 1995.

Al-Jauziyyah, Ibnu gayyim, Alih Bahasa Amiruddin Jalil. Zadul Ma’ad jilid 5.
Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1999.

. Zaad al- Ma’ad fii Hadii Khoiri al- ‘/baad. Lebanon: Resalah
Publishers. 2010.

Al-Juzairi, Abdurrahman, Alih Bahasa Nabhani Idris. Fikih Empat Madzhab jilid
5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.

Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. Pakar-Pakar Figh Sepanjang Sejara.
Yogyakarta: LKPSM. 2001.

Al-Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontenporer alih Bahasa As’ad Yasin jilid 2.
Jakarta: Gema Insani Press. 2008.

, Alih Bahasa Arif Muhammad Riswanto. Distorsi Sejarah Islam.
Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013.

, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Fikih Praktis Bagi
Kehidupan Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

, Alih Bahasa As’ad Yasin. Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan.
Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

, Alih Bahasa Ahmad Syathori. ljtihad Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT
Bulan Bintang. 1987.

, Alih Bahasa Muhammad Zakki & Yassir Tajid. Membumikan Syariat
Islam. Surabaya: Dunia limu. 1417.



, Alih Bahasa Abdurrachman Ali Bauzir. Fatwa Qardhawi,
Permasalahan Pemecah dan Hikmah. Surabaya: Risalah Gasti. 1996.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad., & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. Fikih
Munakahat. Jakarta: AMZAH. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah., Alih Bahasa Abdul Ayyie al-Kattani, dkk. Figih Islam wa-
Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluaarga. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum perkawinan Islam. Yogyakarta: UIl Press
Yogyakarta. 2014.

Ependi, Tatang. ‘“Pemikiran Fikih Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, Jurnal
Cemeerlang. Vol. I1l, No. 1. Th. 2015.

Ghazaly, Abd Rahman. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana. 2003.

Hamida, Tutik. Figh Perempuan Berwawasan keadilan gender. Malang: UIN
Maliki Press. 2011.

Hidayat, M. Rizga. “ Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam
(Fikih) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Skripsi. Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Huwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. Fikih Wanita. depok: Fathan Media Prima
2017.

Irawan, Mochammad Ari. “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut
Pendapat Syafi’i dan Hanafi,” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga. 2003.

Lihyah, Nurrudin Abu. Halal Haram dalam Pernikahan. Yogyakarta: Multi
Publishing. 2013.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Predanamedia Grup.
2016.

Mas’ud, Ibnu., & Zainal Abidin S. Fikih Madzhab Syafi’l buku 2. Bandung: CV
Pustaka Setia. 2007.

Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawian. Jakarta: PT Bulan
Bintang. 1993.



Muhammad, Syaikh al-‘Allamah. Fikih Empat Madzhab. Bandung: Hasyimi.
2014.

Mursi, Syaikh Muhammad Said. Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah.
Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013.

Nasution, Khoerudin. Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim
Moderen. Yogyakarta: ACAdeMIA. 2012.

Nurdin, Muhammad. Buku Pintar Tokoh-Tokoh Besar Islam. Yogyakarta: ad-
Dawa’. 2005.

Poerwodarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Qudamah Ibnu, Alih Bahasa Amir Hamzah. al-Mughni. Jakarta: Pustaka Azzam.
2008.

Rahman, Munawar Budi, dkk. Rekontruksi Fikih Perempuan. Yogyakarta: Ababil.
1996.

Rasjid, Sulaiman. Fikih Islam. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1995.

Sabig Sayyid, Alih Bahasa Moh. Abidun. Figih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi
Aksara. 2008.

Sanjaya, Umar Haris., & Fakih, Aunur Rahim. Hukum Perkawinan Islam di
Indonesia. Yogyakarta: Gema Media. 2017.

Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta Ul Press. 1996.

Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada. 2005.

Syukah, Abdul Halim Abu. Kebebasan Wanita Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press.
2001.

Syariffudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
Predana Media Grup. 2014.

Tihami, Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada. 2014.



Ukhia, Utluma. “Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh
Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal),” Skripsi. Semarang: Fakultas
Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo. 2013.

Wasman, Nuroniyah Wardah. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Perbandingan Figh dan Hukum Positif. Yogyakarta: Teras. 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan Kontenporer. Ghalia Indonesia.
2010.

Zahroh, Muhammad Abu. Ushul Figh terj. Saefullah Ma’sum. Jakarta: Pustaka
Firdaus. 2005.



	HAK IJBA>R WALI DALAM HUKUM PERKAWINAN(Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyahdan Yusuf al-Qaradhawi)
	BAB IPENDAHULUAN
	BAB VPENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA



